PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR 07 TAHUN 2013

TENTANG

PENYEDIAAN, PENYERAHAN, DAN PENGELOLAAN PRASARANA,

SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

: a. bahwa pembangunan perumahan dan permukiman yang

baik dengan memperhatikan ketersediaan prasarana,
sarana, dan utilitas merupakan kebutuhan hidup dalam
mencerminkan eksistensi masyarakat Kota Bandung
sebagai teladan dalam bidang kebersihan, kemakmuran,

ketaatan, ketagwaan, dan kedisiplinan;

. bahwa Pemerintah Kota Bandung perlu menyediakan dan

mengelola prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan
permukiman yang memadai agar sesuai dengan dinamika
peningkatan kegiatan kota dengan tetap memperhatikan

tata ruang kota dan daya dukung lingkungan kota;

c. bahwa ...



Mengingat

C.

: 1.

bahwa untuk mewujudkan tertib aset dan administrasi,
memberikan  kenyamanan  bagi masyarakat dalam
melakukan kegiatan, serta dengan berdasarkan ketentuan
Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun
2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan
Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah telah
diamanatkan, Bupati/Walikota, atau Gubernur untuk
Provinsi DKI Jakarta menetapkan Peraturan Daerah tentang
penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan
permukiman, diperlukan pengaturan tentang Prasarana,
Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Penyediaan, Penyerahan, dan
Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan

Permukiman;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan
Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara
Pembentukan Wilayah Daerah) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang
Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950
(Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-
kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang ...



. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan
dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 7);

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5103);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009
tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan

Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;

9. Peraturan ...



9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007
tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung
(Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 08);

10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung

(Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2010 Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG
dan

WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYEDIAAN,
PENYERAHAN, DAN PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA,
DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung

3. Walikota adalah Walikota Bandung.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah
di lingkungan Pemerintah Daerah yang menangani
bidang penyediaan, pengelolaan prasarana, sarana dan
utilitas perumahan/permukiman.

5. Pengelola Barang Milik Daerah adalah pejabat yang
berwenang dan bertanggungjawab melakukan
koordinasi pengelolaan barang milik Daerah.

6. Prasarana ...



10.

11.

12.

13.

14.

Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan
hunian yang memenuhi standar tertentu untuk
kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman,
dan nyaman.

Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang
berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan
pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan
ekonomi.

Sarana komersial adalah fasilitas penunjang yang
berfungsi untuk penyelenggaraan kehidupan ekonomi,
sosial dan budaya yang menghasilkan finansial.

Sarana non komersial adalah fasilitas penunjang yang
berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan
kehidupan bermasyarakat yang bersifat sosial.

Sektor informal adalah lingkungan usaha tidak resmi
yang merupakan lapangan pekerjaan yang diciptakan
dan diusahakan sendiri oleh pencari kerja.

Utilitas adalah  kelengkapan penunjang untuk
pelayanan lingkungan hunian.

Brandgang adalah saluran pembuangan air hujan yang
berfungsi juga sebagai jalur evakuasi kebakaran.
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas adalah
cara pemerintah daerah untuk menyediakan
prasarana, sarana dan utilitas baik dengan cara
mengadakan sendiri ataupun melalui penyerahan
prasarana, sarana dan utilitas dari para pengembang
perumahan/permukiman sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas adalah
penyerahan berupa tanah dengan bangunan atau
tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan
tanggungjawab pengelolaan dari Pengembang kepada

Pemerintah Daerah.

15. Pengelolaan ...



